BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2024
KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4268);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6911);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023
Nomor 3 Seri A);

10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2023 Nomor 13 Seri A);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI

RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2024 KEPADA APARATUR
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BARAT.



Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK; dan

c. Pejabat Negara.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri;
b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
c. PNS penerima uang tunggu; dan
d. PNS yang Diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan.
(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Bupati
dan Wakil Bupati.
(4) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di
luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara,

terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan (khusus ASN);

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu)

bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang
representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

a.

b
c
d.
e

80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu)

bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tidak termasuk:

a.
b.
C.
d.

insentif kinerja;

insentif kerja;

tunjangan pengelolaan arsip statis;

tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan
lain yang sejenis;

tunjangan pengamanan;



tunjangan khusus guru dan dosen;

insentif khusus;

5o

. tunjangan khusus;

=

tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah

terpencil;

j- tunjangan operasi pengamanan;

k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar;

l. tunjangan selisih penghasilan;

m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

n. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan paling
cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari
Raya.

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang

dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

Pasal 8

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan paling cepat
pada bulan Juni Tahun 2024.

(2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

(3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada
bulan Mei Tahun 2024.



Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan
pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya
paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1
(satu) yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan
pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 12

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023
kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 7 Seri E) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI BANGKA BARAT,
ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 19 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.
MUHAMMAD SOLEH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 25 SERI E



